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(onbenoemd verbintennis). Perjanjian bernama itu diatur dalam titel V-XVIII
Buku III KUH Perdata, seperti : Jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.
Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata
tetapi ada di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya : Sewa beli.

Perjanjian ini lahir dalam praktek, karena kita ketahui bahwa hukum
perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak dimana KUH Perdata
memberikan pedoman tentang perjanjian tidak bernama ini pada pasal 1319 KUH
Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama
khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada
peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu“.

Yang dimaksud dengan ketentuan umum pada pasal tersebut di atas ialah
dapat terlihat jelas dari pasal 1338 ayat 1 KUH perdata : “Semua persetujuan yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya®.

Dari uraian di atas, maka perjanjian sewa-menyewa mobil ini termasuk
perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III Bab VII, mengenai sewa-
menyewa. Tetapi oleh karena Hukum Perjanjian ini menganut asas kebebasan
berkontrak, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana para pihak
mempergunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata tersebut

dan menerapkannya dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.
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judul skripsi ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil yang

dilakukan di CV. Shandi Mocha Jaya Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dari dahulu hingga sekarang ini kita melihat bahwa hal-hal mengenai
perjanjian sewa-menyewa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan atau pergaulan
masyarakat sehari-hari.

Yang menjadi Alasan penulis memilih judul sebagaimana disebutkan
diatas pada dasarnya adalah :

1.  Sewa-menyewa merupakan masalah pokok dalam hukum perdata dan
merupakan bagian dari hukum perjanjian KUH Perdata yang menganut azas
Konsensualisme. Artinya ialah hukum perjanjian menganut suatu azas bahwa
untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu
sudah ada pada saat terjadinya konsensus tersebut.

2. Masalsh sewa-menyewa merupakan hal yang sangat menarik dan selalu ada
dari dulu sampai sekarang.

3. Mobil merupakan alat angkutan atau transportasi yang sekarang ini sangat
dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berpergian tetapi
dalam masa sulit, bagi sebahagian orang, mobil merupakan barang mewah

yang mahal untuk dibeli oleh sebab itu,masyarakat memilih cara lain yaitu

UNIVE%%W%%%E?&WCWW yang menurut mereka lebih sanggup untuk
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menyewanya. Dan dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan
masyarakat (konsumen) dan perubahan penyewaan mobil yang dj
perikatan.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas tadi penulis merasa tertarik unl* ‘.-»

memilih sebagaimana diterangkan sebelumnya.

C. Permasalahan
Adapun yang menjadi pokok permasalahn dalam skripsi ini adalah ;

1. Sejauh mana keterituan mengenai hukum perjanjien yang terdapat dalam KUH
Perdata digunakan dalam perianjian sewa-menyewa mobil di CV. Shandi
Moca Jaya.

2. Sejauh mana pertanggung jawaban penyewa jika mobil tersebut mengalami

kerusakan dalain masa sewa berjalan.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan
lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang
suatu keadaan yang diteliti.
“ Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian,

maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu
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merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan «,!

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengetengahkan hipotesa sebagai

berikut :

1. Bahwa pada dasarnya, di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dipergunakan

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, namun satu hal
mereka (para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian ), tidak terikat
dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata sesuai
dengan asas konsensualisme (kebebasan) yang dianut dalam hukum perjanjian
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban uwmum dan
kesusilaan.

Maka dalam hal meminta pertanggung-jawaban para pihak jika mobil yang
disewakan mengalami kerusakan akan dilihat terlebih dahulu kepada susunan
peristiwa penryebab timbulnya kerusakan tersebut. Jika memang jelas kelihatan
bahwa ada pihak yang telah melalaikan kewajibannya dan dengan sebab

tersebut terjadi kerusakan maka pihak tersebutlah yang menanggung kerugian.

E. Tujuan Pembahasan

1.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum

! Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan Oleh

FaiERBkeasURE DA, AR Rnjutnya disingkat Abdul Muis, ), hal. 3.

Document Accepted 20/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin 'A%k%%?ﬁ%?#ﬁ%%}bé{g?y uma.ac.id)20/8/24



Dessy Agustina Harabap - Tinjauan Hukum terhadap Sewa Menyewa Mohil....

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi bidang
Keperdataan.

2. Penulis dengan bekal yang ada berusaha menelusuri bagaimana sebenarnya
pelaksanaan pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil yang secara langsung
pula menambah sumber informasi bagi almamater penulis.

3. Skripsi ini juga sebagai suatu bentuk sumbangan penulis kepada masyarakat
luas bagaimana sebenarnya membuat perjanjian sewa-menyewa mobil

sehingga tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut dapat benar-benar dicapai.

F. Metode Pengumpulan Data
Dalam pembuatan/penyusunan skripst ini, sudah menjadi keharusan bahwa
untuk memperoieh data dipergunakan metode penelitian.
Dalam ha!l ini penulis menggunakan 2 (duz) metode pengumpulan data, yaitu :
1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).
Cara ini mempergunakan teori yang ada, peraturann-peraturan, menafsirkan
buku-buku, liteatur-literatur dan dibahas secara ilmiah, baik yang diperoleh
dari perkuliahan maupun dari perpustakaan yang mendukung terlaksananya
penulisan skripsi.
2. Field Research (Penelitian Lapangan)
Dalam metode ini dilakukan penelitian secara langsung ke lapangan, yaitu CV.

Shandi Mocha Jaya Medan, dengan cara mengadakan wawancara dengan
UNIVERSITAS MEDAN'AREA
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pihak yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian terakhir dari bab ini, penulis akan membuat gambaran isi dari

skripsi ini. Penulis dalam menyusun skripsi ini membagi dalam 5 (lima) bagian

bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud tulisan.

Gambaran atau sistematika penulisan bab dan sub bab yang akan dikemukakan

adalah sebagai berikut :

Bab L.

Bab Ii.

Bab III.

Pendahuluan.

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang umum dalam penulisan
skripsi, yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul,
Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpuian
Data serta Sistematika Penulisan.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Syarat
Sahnya Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian serta Hapusnya Perjanjian.
Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian
Perjanjian Sewa Menyewa, Syarat Sahnya Perjanjian Sewa-Menyewa,
Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa serta Berakhirnya Perjanjian

Sewa-Menyewa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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- Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan
tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan
diri tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka perlu
dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan
alasan-alasan tersebut, maka “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana
dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam
lapangan harta kekayaan”. Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut
hukum perjanjian (law of contract). Perumusan ini erat hubungannnya dengan
pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH
Perdata yang akan dibicarakan kemudian.

Dalam defenisi yang dikemukakan diatas, secara jelas terdapat konsensus
antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju
untuk melaksanakan sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak,
isalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (hibah). Dengan perbuatan memberi
hadiah itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk menerimanya, jadi ads
konsensus yang saling mengikat.

Selanjutnya lagi, yang dilaksanakan itu terletak dalam lapangan harts
kekayaan, yang selalu dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan
perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, karena perkawinan itu

terletak dalam bidanﬁ Xersonal (moral), lagi pula hubungan perkawinan itu bukan
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hubungan antara debitur dan kreditur. Kewajiban alimentasi (member natkah)
terletak dalam bidang moral walaupun nafkah itu sendin bisa berupa sejumlah
uang.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat
pula dalam bentuk tertulis berupa satu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis
(akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan.

Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut diatas tadi, tersimpul
lah unsur-unsur perjanjian tersebut seperti benkut irii

Ada pihak pihak, sedikit-dikitaya dua orang

- ‘ Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- Ada tujuan yang akan dicapai

- Ada prestasi yang akan dilaksanakan

- Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

- Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah
ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally
concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat
sah perjanjian adalah:
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Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian
persetujuan disini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan
sukarela pihak- pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam
pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kehilafan dan tidak ada
penipuan (pasal 1321, 1322, dan 1328 KUH Perdata).

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak pihak mengadakan perundingan
(negotiation), yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain
tentang obyek perjanjian dan syarat-syaratnya. Sebaliknya pihak yang lain itu
menyatakan pula kehendaknya itu, sehingga tercapailah “persetujuan yang
mantap”. Kadang-kadang secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa
yang dikehendaki pihak lain itu.

Menurut putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) 6 Mei 1926,
persetujuan kehendak itu dapat temyata dari tingkah laku berhubung dengan
kebutuhan-kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan yang oleh karena itu
ditimbulkan pada pihak lainnya. Persetujuan kehendak dapat dinyatakan secara
lisan dan dapat pula secara tertulis, misalnya dengan surat, telegram.

Persetujuan itu harus bebas, tidak ada paksaan. Dikatakan tidak ada paksaan,
apabila orang inelakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik

dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti,
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misalnya akan membuka rahasia, schmgga dengan demikian orang itu terpaksa
menyetujui perjanjian itu (pasal 1324 KUH Perdata).

Dikatakan tidak ada kehilafan atau kekeliruan atau kesesatan, apabila salah
satu pihak tidak hilaf tentang hal yang pokok yang diperjanjikan atau tentang
sifat-sifat penting barang yang menjadi obyek perjanjian, atau mengenai orang
dengan ‘ siapa diadakan perjanjian itu. Kehilafan itu hares sedemikian rupa
sehingga seandainya orang itu tidak hilaf mengenai hal itu is tidak akan
menyetujuinya.

Yang terakhir ialah tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada penipuan,
apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang (pasal 378 KUH
Perdata). Dikatakan menipu menurut pengertian undang-undang ialah dengan
sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan kéterungan palsu dan tidak
benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui (pasal 1328 KUH
Perdata).

Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan, apabila hanya
berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru ada penipuan kalau disitu
ada tipu muslihat yang memperdayakan.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan,
penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada
hakim (voidable). Menurut ketentuan pasal 1454 KUH Perdata, pembatalan dapat

dimintakan dalam telﬁlgganEg waktu lima tahun; dalam hal ada paksaan dihitung
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harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal
dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya
ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika tunbul
perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga
perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek
perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (void,
nietig).

- Suatu sehab yang halal (causa)

Data “causa” berasal dari bahasa Latin yang artinya “sebab”. Sebab adalah
suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang
membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam passl
1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang
mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian
itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.®

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang
mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah

“isl perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah

6 Wirjono Prodjodikoro, “Asas-asas Hukum Perjanjian”, hal 68.
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dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan atau tidak.

Menurut undang-undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang
oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
(pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang berisi causa atau sebab yang halal
diperbolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak
halal, tidak diperbolehkan.

Akibat hukum perjanjian yang bensi causa yang tidak halal ialah bahwa
perjanjian itu batal demi hukum (void, nietig). Dengan demikian tidak ada dasar
untuk menuntut pemenuvhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula
dianggap tidak pemah ada perjanjian. Demikian juga apabiia perjanjian yang
dibuat itu tanpa causa atau sebab, is dianggap tidak pemah ada (pasal 1335 KUH

Perdata).

C. Asas-Asas Perjanjian
Adapun Paul Scholten membedakan definisi mengenai asas hukum ialah
pikiran pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukurn

masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan
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pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya : Perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa
penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu
hidupnya dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat  ditarik kembali
menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima
penyerahan itu. Perjanjian ini juga selaiu disebut dengan perjanjian cuma-cuma.

Yang menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua
belah pthak atau saleh satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud

berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah .

¢. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak vang membebani

Perfanjian cuma-cuma atau percuma adalabh perjanjian yang hanya
memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya: Perjanjian pinjam pakai. Pasal
1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pinjam pakai adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang
lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima
barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan
mengembalikannya kembali.

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah
suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu
terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada
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Bab III Bab IV KUH Perdata mengatur berbagai cara tentang hapusnya
suatu perikatan, baik perikatan itu bersumber dari perjanjian maupun dari undang-
undang. Pada Pasal 1381 KUH Perdata mengatur berbagai cara hapusnya
perikatan-perikatan dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-
undang itu tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang
lain untuk menghapuskan suatu perikatan.

Juga cara-cara yang tersebut dalam Pasal 1381 KUH Perdata itu tidakiah
lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan, karena
meninggalnya seorang dalam suvaitu perjanjian yang prestasinya hanya dapat
dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Lima cara pertama yang tersebut di dalam Pasal 1381 KUH perdata
menuniukkan bahwa kreditur tetap menerima prestasi dari debitur. Dalam cara
keenam yaitu pembebasan hutang, maka kreditur tidak menerima prestasi, bahkan
sebaliknya, yaitu secara sukarela melepaskan haknya atas prestasi. Pada empat
cara vang terakhir dari Pasal 1381 KUH Perdata maka kreditur tidak menerima

prestasi karena perikatan tersebut gugur ataupun dianggap telah gugur.
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verbintenis. Bagian dari bangunan itu (ruangan) adalah juga benda, tetapi dalam
lapangan verbintenis. Jadi persewaan dari sebagian benda/barang dapat diartikan
sebagai suatu benda.

Dari uraian pasal 1548 KUH Perdata disebutkan jangka waktu tertentu,
jadi hanyalah dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah
pihak si penyewa tersebut dapat menikmati barang/benda tersebut.

Mengenai harga sewa atau uang sewa harus merupakan kesepakatan antara
para pihak, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

Daiam sewa-menyewa tidak ada ketenfuan yang menyvatakan bahwa harga sewa
harus dibayar dengan uang.

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa : “Biasanya harga sewa adalah
berujud uang, tetapi sifat dari sewa-menyewa tidak akan berubah apabila uang ini
diganti dengan lainnya”."”

Pada umumnya saat sekarang ini dalam perjanjian sewa-menyewa, harga
sewa adalah dibayar dengan vang,

Di tengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan sechari-hari sering kita
jumpai beraneka ragam sewa-menyewa yang timbul, ada sewa-menyewa rumah,

tanah, buku, mobil dan lain sebagainya.

o Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1991, h. 51.
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Di dalam KUH Perdata mengenai sewa-menyewa ini dapat dibagi dalam 2
bagian, yaitu :

1. Perjanjian sewa-menyewa pada umumnya, yaitu yang dapat kita jumpai di
dalam Buku III, Bab VIII Bagian I dari KUH Perdata.

2. Perjanjian sewa-menyewa khusus, yaitu :
a. Sewa-menyewa yang berlaku untuk rumah dan perabot rumah, yang kita

jumpai dalam Buku III Bab VIL

b. Sewa-menyewa khusus berlaku untuk tanah.

Perjanjlan sewa-menyewa pada umumnya yang merupakan ketentuan
setiap perjanjian sewa-menyewa, dapat kita lihat dalam Pasal 1548 dan 1549
ayat (2) KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata adalah merupakan
definisi atau pengertian sewa-menyewa, sebagaimana telah penulis jelaskan.

Sedangkan Pasal 1549 ayat (2) KUH Perdata menyatakan semua jenis
barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat disewakan.

Untuk selanjutnya penulis akan mengemukakan mengenai “hak sewa®.
Hak sewa ini adalah merupakan hak si penyewa untuk mempergunakan barang
yang disewanya dengan membayar sewa.

Hak sewa ini pada azasnya tidak boleh dipindahkan pada orang lain
kecuali telah diizinkan oleh pemilik barang. Pemindahan hak sewa ini dapat

berbentuk “mengulang sewakan ataupun melepaskan sewanya”.
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Dalam hal mengulang sewakan, si penyewa bertindak sendiri sebagai
pihak dalam perjanjian sewa-menyewa kedua yang diadakannya dengan seorang
pihak ketiga. Sedangkan dalam hal melepaskan sewanya ia mengundurkan diri
sebagai penyewa dan menyuruh pihak ketiga untuk menggantikan dirinya sebagai
penyewa, sehingga pihak ketiga tersebut berhadapan sendiri dengan pihak yang
menyewakan.

Apabila si penyewa melakukan apa yang dilarang, maka pihak yang
menyewakan dapat memintakan pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai
pembayaran kerugian, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu

tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa dengan orang ketiga itu.

B. Upsur-Unsur Perjanjiar Sewa Menyewa

Dalam Pasal 1548 KUH Perdata ditentukan sewa-menyewa adalah
perjanjian dengan mana pihak yang menyewakan mengikat diri untuk
menyerahkan benda guna dinikmati selama waktu tertentu dan penyewa
mengikatkan diri untuk membayar sewa yang telah dipakati.

Dari definisi di atas dapat dirinci unsur-unsur sewa-menyewa sebagai
berikut :
1. Subjek sewa-menyewa.

Subjek sewa-menyewa adalah pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-

kurangnya ada dua pihak, yaitu yang menyewa dan menyerahkan benda guna
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dinikmati, dan penyewa yang membayar sewa.

Status Pihak-Pihak.

Pihak-pihak yang menyewakan atau penyewa dapat berstatus pengusaha atau

bukan pengusaha. Pengusaha adalah pihak yang menjalankan perusahaan

penyewaan atau pihak yang menyewa benda untuk menjalankan perusahaan,

sedangkan yang bukan pengusaha adalah mereka yang menyewakan bendanya

secara insidental saja (sewaktu-waktu menjadi pemilik biasa), atau penyewa

benda untuk dinikmati sendiri. Dan dapat dipergunakan sebatas apa saja yang

diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa.

Peristiwa sewa-menyewa.

Peristiwa menyewa adalah perbuatan saling mengikatkan diri berupa

penyerahan benda guna dinikmati dan pembayaran sewa. Peristiwa sewa-
enyewa didasari oleh persetujuan atau kesepakatan antara yang menyewakan

dan penyewa, apa yang dikehendaki oleh pihak yang menyewqakan, itulah

yang dikehendaki oleh penyewa.

Objek sewa-menyewa.

Obiek sewa-menyewa adalah benda dan sewa. Benda adalah harta kekayaan

yang berupa benda material, benda immaterial, baik bergerak maupun yang

tidak bergerak. Sewa dalah sejumlah uang sebagai imbalan pemakai benda.

Tujuan yang hendak cicapai oleh pihak-pihak melalui itu adalah pihak-pihak

menyewakan menginginkan sejumlah uang menjadi miliknya dan pihak
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penyewa menginginkan penguasaan benda untuk dinikmatinya. Benda yang

menjadi objek sewa-menyewa tidak dapat disewakan kembali oleh si penyewa

kepada pihak ketiga jika dalam perjanjian sewa-menyewa tidak ada

persetujuan untuk menyewakan kembali sesuai dengan Pasal 1559 ayat (1)

KUH Perdata menyebutkan “ Si penyewa jika kepadanya tidak telah

diperizinkan, tidak diperbolehkan untuk mengulang sewakan barang yang

disewakan maupun melepas sewanya kepada orang lain atas ancaman
pembatalan persetujuan sewa dan pergantian biaya rugi dan bunga, sedangkan
pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak diwajibkan mentaati
persetujuannya ulang sewa jika yang disewa itu berupa sebuah rumah, yang
didiami sendiri oleh si penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri
menyewakan sebagian kepada orang lain, jika kekuasaan itu tidak telah
dilarang dalam persetujuan.

5. Kewajiban dan hak antara penyewa dan yang menyewakan sesuai dengan

Pasal 1560 KUH Perdata, si penyewa mempunyai 4 kewajiban yaitu :

a. Membayar atau melunasi vang sewa-menyewa dengan jumiah dan wakitu
yang telah ditentukan. Pembayaran atau pelunasan uang sewa dapat
dilakukan secara berkala, perminggu, perbulan dan triwulan dan pertahun.
Pembayaran dimulai sejak dimulainya sampai berakhirnya persetujuan
sewa-menyewa.
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b. Memakai barang disewakan secara patut sesuai dengan tujuan yang telah

ditentukan dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1560 ayat (1) KUH
Perdata pemakaian barang yang disewakan harus dilakukan si penyewa
sebagai seorang bapak yang berbudi.

Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa
sewa-menyewa, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerusakan
tersebut bukan karena kesalahannya tetapi di luar kekuasannya (Pasal 1564
KUH Perdata).

Penyewa wajib mengembalikan barang yang telah disewakan kepada
penyewa pada saat berakhirnya perjanjian sewa-menyewa (Pasai 1562
KUH Perdaia dan Pasal 1563 KUH Perdata).

Dalam hal ini juga penyewa berhak atas benda vang disewakan dan

enikmatan ata benda sewa yang telah diperjanjikan. Bgai yang menyewakan

berhak memperoleh sejumlah uang yang diperjanjikan sebagai uang sewa.

Sesuai dengan Pasal 1550 KUH Perdata menyebutkan pihak yang

menyewakan wajib karena sifatnya persetujuan dan dengan tak perlu adanya

sesuatu janji untuk itu antara lain :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa,

2. Memilihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat

dipakai untuk keperiuan yang dimaksudkan.
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disewakan sehingga benar-benar si penyewa tidak terhalang menggunakan
barang tersebut selama sewa-menyewa berlangsung, oleh karena itu setiap
cacat yang dapat menimbulkan gangguan pemakaian mewajibkan pihak yang
menyerahkan untuk mengganti kerugian.

Pihak yang menyewakan tidak boleh merubah bangunan dan susunan barang
yang disewakan selama perjanjian sewa-menyewa masih berlangsung, sesuai
dengan azas kenikmatan yang harus diberikan pada si penyewa atas seluruh
barang yang disewakan.

Berdasarkan uraian di atas disimpuikan bahwa sewa-menyewa memiliki

unsur-unsur yakni :

1.

(V]

Pihak yang menyewakan dan penyewa (unsur-unsur subjek hukum),

Untuk diri sendiri dan pihak lain (unsur status hukum),

Persetujuan penyerahan penguasaan benda (bezit) dan pembayaran {uasur
peristiwa hukum),

Mengenai benda dan sewa (unsur objek hukum),

Wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak (unsur hubungan hukuin).

C. Resiko Dalam Perjanjiar Sewa Menyewa

Mengenai masalah resiko, di dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1553

KUH Perdata, yang mengatakan “ bahwa di dalam sewa meyewa, resiko

mengenai barang yang dipersewakan ditanggung oleh si pemilik barang “ , dalam
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hal ini adalah pihak yang menyewakan.

Sebelum kita melangkah lebih lanjut, penulis akan menerangkan lebih
dahulu apa yang dimaksudkan dengan resiko tersebut.
Yang dimaksudkan dengan resiko di dalam Hukum Perjanjian adalah :
“ Kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang
terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi

objek perjanjian “.

D. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyews

Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa oleh beberapa sehab yaitu :
1. Jangka waktu sewa habis,
2. Benda sewaan musnah,

3. Pembatalan sewa-menyewa.

ad.1. Jangka waktu habis

Biasanya sewa-menyewa berakhir karena jangka waktu yang telah
disepakati telah habis atau karena unit waktu yang dipakai sebagai dasar tarif
sewa-menyewa itu habis. Dalam Pasal 1570 KUH Perdata menyebutkan : “ Jika
sewa tidak dibuat dengan tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang
tidak ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan
sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin 'A%k%%?ﬁ%?#ﬁ%%}bé{g?y uma.ac.id)20/8/24



Dessy Agustina Harabap - Tinjauan Hukum terhadap Sewa Menyewa Mohil.... 45

kebiasaan setempat .

Ditentukan jika dibuat tertulis sewa-menyewa itu berakhir dari hukum
setelah habis jangka waktu yang telah ditentukan tanpa diperlukan pemberitahuan
pemberhentiannya, tetapi jika dibuat secara tidak tertulis maka menurut Pasal
1571 KUH Perdata, sewa-menyewa berakhir setelah ada pemberiathuan
pemberhentiannya kepada penyewa dengan mengindahkan jangka waktu menurut

kebiasaan setempat.

ad.2. benda sewaan musnah
Daiam Pasal 1553 KUH Perdata ditentukan *“ Apabila dalam waktu sewa-
menyewa benda sewaan musnah sama sekali karena peristiwa yang bukan
kesalahan salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa batal demi hukum.
Kata gugur berarti sewa-menyewa itu telah berakhir, berakhir disini bukan

karena kehendak kedua pihak melainkan keadaan yang memaksa.

ad.3. Pembatalan sewa-menyewa

Sewa-menyewa dapat berakhir karena pembatalan, baik berdasarkan
persetujuan kedua belah pihak maupun berdasarkan wanprestasi dengan atau
tanpa putusan pengadilan.

Pembatalan berdasarkan persetujuan :
a. Karena benda sewa musnah sebagai penyewa memilih alternatif pembatalan
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sewa-menyewa (Pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata),

b. Karena perbaikan benda sewa sedemikian rupa, tidak dapat didiami, penyewa
meminta supaya sewa menyewa dibatalkan saja (Pasal 1555 ayat (3) KUH
Perdata),

c. Karena benda sewa akan dipakai sendiri, maka sewa-menyewa dibatalkan,
berdasarkan syarat perjanjian (Pasal 1579 KUH Perdata).

Pembatalan juga dapat disebabkan wanprestasi yaitu “ Tidak memenuhi
perjanjian sama sekali atau memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya atau
juga syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan” ®

Pembatalan berdasarkan wanprestasi antara lain :

1. Tidak menggunakan/memakai benda sewaan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan sgjak penandatangan, maka sewa-menyewa dibatalkan,

2. Memakai benda sewa untuk keperiuan lain dari tujuan pemakaiannya dapat
merugikan pihak yang menyewakan.

3. Mengulang sewakan atau mengalih sewakan benda sewaan kepada pihak

ketiga tanpa persetujuan pemilik.

% A. Mohammat, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Citra Aditya
Balth RSB ASME BAN AREA
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